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KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERLJINAN TERPADU
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 421.9Kep. 221 /USLB-BPMPT/VII/2016

TENTANG
LJIN OFERASIONAL KEPADA YAYASAN TLMI AKIRRA
UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH LUAR BIASA AKTRRA 2

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERLIINAN TERPADU
PROVINST JAWA BARAT,

Menimbang 4. behwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi

masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan.

b, bahwa Yayasan Tmi Akira dianggap memenuhi syarat dan mampu umtuk
mendirikan Sekolah Luar Biasa mulai Tahun Anggaran 2016/2017.

¢, bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas periu menetapkan
Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perjjinan Terpadu Provinsi
Jawa Barat tentang ljin Operasional Kepada Yayasan Mmi Akima untuk
mendirikan Sekolah Luar Biasa Akirra 2.

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Jawa Barat ( Berita
Negara Tanggal 4 Juli | 950),

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistern Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor
4301,

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Momor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemenntah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran WNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Momor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;

5 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (Lemnbaran Megara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
21,

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar

Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Desar Luar Biasa (SDLB), Sekolah

Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolash Menengah Atas Luar

Biasa (SMALRB);

Peraturan Menteni Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia NMomor 36

Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Pemutupan Satusn

Pendidikan Dasar dan Menengah;,

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudsysan Nomor 0491/U/1992 tentang
Pendidikan Luar Biasa;

9. Keputusan Dircktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen
Pendidikan Dikdasmen Depdikbud Nomor D18/(C/Kep/I/R3 tentang syarat-syarat
dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;

10 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2000 tentang Dinas
Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 Seri D) jo.
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peratoran Dastah
Nomor 15 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembearan Daerah Tahun
2002 Nemor 9 Sen D) jo. Peraturan Dasrah Provinsi Jawa Barat Nomor 21
Tahun 2008 Tanggal 19 November 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Provinsi Jawa Barat (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Neomeor 55,

1. Keputusan Gubermur Jawa Barat Nomer 39 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok,
Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;

12 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang
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1. Surat Permchonan dari Yayasan Imi Akirra Nomor @ 001/YTA/VI/2016, tanggal
21 Juni 2016, Perthal Permohenan [jin Operasional.

1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 421.1/0441/Dikdas
tanggal 09 Februari 2016 perihal Rekomendasi Penerimaan Peserta Didik Baru.

3. Akia Notaris | Ny, Monm Basuki, SH Nomor : 01 Tanggal 2 Juli 2012 tentang
Pendirian Yayasan ILMI AKIRRA.

4. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 421 9/1738-PK &
PLK, tanggal 1 Juli 2016 penhal Saran dan Pertimbangan Teknis [jin
Operasional.

5. Berita Acara Peninjauan Lokasi Sekolah Luar Biasa dari Bidang Pendidikan Luar
Biasa Dinas Pendidikan Prowvinsi Jawa Barat Nomor : 4219/1739-PK&PLK,
tanggal Juni 2016,

MEMUTUSKAN

Memben ijin operasional kepada Yayasan Ilmi Akirra untuk mendirikan Sekolah
Luar Biasa Akimma 2 yang berlokasi di Lingkung Blencong Kidul RT. 003 RW. 003
Kelurahan Pasalakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon,

Pembenan [jin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan
ini berlaku sepanjang mematuhi sermua ketentuan yang berlaku;

Pemegang ijin operasional wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap
Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,
Apabila pemegang ijin operasional tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan
yang berlalu, maka ijin operasional akan dicabut;

Keputusan im berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada Tanggal ﬁBf n.‘iﬁfn E?mﬁ

1. Gubemur Jawa Barat,

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,

3, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;

4. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Cirebon.



